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Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) dan ayat 
(6) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang pengelolaan keuangan Desa, maka perlu mendelegasikan 
wewenang Bupati dalam evaluasi rancangan peraturan Dusun 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APB Dusun) 
dan rancangan peraturan dusun tentang anggaran Pendapatan 
dan Belanja Dusun Perubahan (APBDus-P}. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati, tentang 
Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan 
Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Du sun dan Rancangan Peraturan Du sun ten tang Anggaran 
Pendapatan Belanja Dusun Kepada Camat. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
(Lembaran • egara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 
Tambahan Lembaran : egara Republik Indonesia Nomor 3969; 
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3. Undang-Undang ~ ·omor 33 Tahun 20 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lernbaraa 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tarabahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebazairaa ia 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 20 5 
tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa; 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan 
Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala 
Desa; 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 
Iusvawarah Desa· 
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Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo. 
2. Pemerintah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pernerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang =.:e::- acr 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bungo. 

4. Carnat adalah kepala kecarnatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten 
Bungo. 

0. Dusun adalah kesatuan rnasyarakat hukum yang merniliki batas wilayah yang 
berwenang untuk rnengatur dan mengurus urusan pernerintahan, kepentingan 
masyarakat seternpat berdasarkan prakarsa rnasyarakat, hak asal usul, dan atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pernerintahan Dusun adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalarn sistem pernerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

7. Peraturan di Dusun adalah peraturan yang rneliputi peraturan dusun, peraturan 
bersarna Rio dan peraturan Rio. 
Peraturan Dusun adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Rio setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 

9. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan dusun 
untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan urnurn dan atau peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. 

IO. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun, yang selanjutnya disebut APB Dusun 
adalah rencana xeuangan tahunan pemerintahan Dusun. 

Pasal 1 

. 1enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN 
BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DUSUN 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DUSUN DAN'·· 
RANCANGAN PERATURAN DUSUN TENTANG ANGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DUSUN PERUBAHAN KEPADA CAMAT. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 

Kepala Desa .1e:i·ac.i Rio. Desa ... enjadi Dusun dan Dusun ienjadi 
Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 

omor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi 
Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Bungo Tahun 2007 Nomor 12); 



(: .. 3upati melaku.kan pembinaan clan pengendalian kewenangan terhaclap 
pe aksanaan pendeiegasian keweriangan yang ·•· -· - ~epaca Camat. 
::)2 a7; :-a::g:ra rnelakukan pembiriaan ·- - .- ~ · pada ayat (1) 
----e:-_:... =e:::::::}e:"" ~ - oembinaan c..a: dengan 

Pasal 7 

BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN 

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian kewenangan dalam evaluasi rancangan 
peraturan dusun tentang APB Dusun dan perubahan rancangan peraturan clusun 
zentang APB Dusun perubahan kepada camat dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo. 

Pasal 6 

BAB III 
PEMBIAYAAN 

( ) Bupati clapat menarik kembali pendelegasian kewenangan dalam evaluasi 
rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun dan rancangan peraturan 
dusun tentang APB Dusun perubahan, yang diberikan kepada Camat. 

2) Penarikan kembali penclelegasian kewenangan dalam evaluasi rancangan 
peraturan clusun tentang APB Dusun dan rancangan peraturan Dusun tentang 
APB Dusun perubahan kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 5 

Bagian Kedua 
Belanja 

Pecloman evaluasi rancangan peraturan clusun tentang APB Dusun clan rancangan 
Peraturan Dusun tentang APB Dusun Perubahan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Evaluasi rancangan peraturan clusun tentang APB Dusun clan rancangan 
peraturan clusun tentang APB Dusun perubahan yang telah didelegasikan oleh 
Bupati merupakan tangung jawab Camat sebagai penenma tugas 
penclelegasian. 

(21 Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas pendelegasian 
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 3 

Bupati mendelegasikan wewenang clalam evaluasi rancangan peraturan clusun 
.entang APB Dusun clan rancangan peraturan clusun tentang APB Dusun kepacla 
Carnat. 

Pasal 2 

Bagian kesaru 
Pelaksanaan 

I 
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mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo. 

Pasal 8 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

- 5 - 
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Persiapan Evaluasi 
=- :':.::::. evaluas · 

?edoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam 
=e::::.berikan penilaian terhadap rancangan peraturan Dusun tentang APB 
;:::: _s:.u.--i. dan rancangan peraturan dusun ten tang APB Dusun perubahan, 
--=--=:=gga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan 
:--~::rran dusun tentang APB dusun dan rancangan peraturan dusun 
-:-u:-.""lg APB Dusun perubahan yang tidak bertentangan dengan peraturan 
:: __ undang-undngan yang lebih tinggi dan kepentingan um urn. 

. eskipun dusun rnernpunyai hak otonorni namun dalam kerangka NKRI, 
saka kebijakan-kebijakan dari pernerintahan dusun perlu rnendapat evaluasi 
-=2-;-i_ Bupati, salah satunya adalah kebijakan dalarn rnenetapkan peraturan 
...: ..:sun tentang APB Dusun. 

Bedasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalarn Negeri nornor 113 Tahun 
_ ::._..! tentang Pengelolaan Keuangan Desa rnengarnanatkan bahwa Bupati 
- apat mendelegasikan kewenangannya dalarn evaluasi rancangan peraturan 
cu.sun tentang APB Dusun kepada Camat. Dalarn rangka pendelegasian 
~~enangan tersebut, maka perlu disusun pedoman evaluasi rancangan 
peraruran dusun tentang APB Dusun dan rancangan peraturan dusun 
-.,. tang APB Dusun perubahan. 

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang 
:::eliputi persiapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, serta cara 
penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat 
...:.:paharni dengan jelas baik oleh pemerintah dusun yang dievaluasi maupun 
Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian 
evaluasi akan terselenggara secara transparan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan parameter yang diketahui dengan baik o1eh kedua 
::::elah pihak. 

P.:.::cahuluan 
Sebagaimana diketahui bahwa APB Dusun rnerupakan landasan hukurn 

cagi pernerintah dusun dalarn rnelaksanakan kegiatan berupa 
penyelenggaraan pernerintahan, pelaksanaan pernbangunan, pernbinaan 
-·e:::asyarakatan dan pernberdayaan rnasyarakat, oleh sebab itu dalarn 
penyusunan peraturan Dusun tentang APB Dusun harus ada kesepakatan 
oersama antara Rio dan BPD . 

• r ~. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DUSUN TENTANG APB Dusun, 
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. - ...... ~? R\... 
;:,~R.~ ~fR!J" B ;pA ~ BL~ "GO 
. ·o 'OR:\\ A.HU. - 2016 
~-~A_.:·G 
:>='..;:)ELEGASIAN KEWE ANGAN BUPATI DALAl 1 EVALUASI RANCANGAN 
;:,~R..\TURA.t~ DUSU TE TANG ANGGARAN PE mAPATAN DAN BELANJA 
ct:s , . DAN RANCANGAN PERATURAN DUSUN TENTANG ANGGARAN 
n:s.;TIAPATAN BELANJA DUSUN PERUBAHAN KEPADA CAMAT 



a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi 
1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksud untuk 

meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh tim evaluasi 
sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi. 

2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi 
sebagaimana disebutkan pada point E. 1. b. telah diterima oleh Tim 
Evaluasi. 

3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan 
atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka tim Evaluasi segera 
mengembalikan kepada pemerintah dusun yang bersangkutan 
untuk segera dilengkapi. 

4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi 
dihitung kembali bedasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen 
evaluasi yang lengkap. 

Evaluasi administrasi dan legalitas 
Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai 

oerikut : 
I Kepatuhan atas penyampaian dan pe=cis:ri.'.J,.,., a"'.1 razzcangan 

peraturan dusun tentang APB Dusun C:27'" =-~~5==-= peraruran 
Dusun tentang APB Dusun perubahan ~ .. 
-e:::- 1'(82 .... 

iiri dari : e ua sekretaris. dan beberapa 

a:uas: 
4 Rancaagac peraruran dusun tentang APB Dusun dan rancangan 

_ raruran Dusun tentang APB Dusun Perubahan yang telah 
c:.:sepuati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Rio paling 
'a-bat 3 (tiga] hari kerja disampaikan kepada camat untuk di 
evaluasi. 

2 Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) 
disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut: 
a. Kesepakatan bersama antara Rio dan BPD terhadap rancangan 

peraturan dusun tentang APB Dusun dan rancangan peraturan 
dusun tentang APB Dusun perubahan; 

b. RKP dusun yang telah disepakati antara Rio dan BPD (Perdus RKP 
Dusun); 

c. Berita acara dan daftar hadir rapat jalannya pembahasan 
terhadap rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun dan 
rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun perubahan; 

3) Hasil evaluasi terhadap ranperdes APB Dusun atau ranperdus APB 
Dusun perubahan dituangkan dalam keputusan Camat paling lama 
20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan 
dimaksud. 

4) Dalam hal ini tim evaluasi menyatakan hasil evaluasi ranperdus APB 
Dusun atau Ranperdus APB Dusun perubahan tidak sesuai dengan 
kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih 
tinggi Rio melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 

2. Pelaksanaan Evaluasi 
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tiga tahapan utama 

vaitu: 
a. pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi; 
b. evaluasi administrasi dan legalitas; dan 
c. evaluasi kebijakan dan struktur APB Dusun/perubahan APB Dusun. 



-) Kepa can atas xe eng ~ pen ·ar:ipaia1: o en a.uasi: 
3) Kepatuaan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan 

dusun entang APB Dusun; 
..!. Konsis ensi penggunaan dokumen dan inf ormasi dalam rancangan 

peraturan dusun tentang APB Dusun atau rancangan peraturan 
dusun tentang APB Dusun perubahan; 

51 Langkah evaluasi 
Langkah 1 : dapatkan dokumen yang terdiri dari : 

a) Surat pengantar Rio; 
b) Rancangan peraturan Dusun tentang APB Dusun; 
c) Kesepakatan bersama antara Rio dan BPD terhadap 

rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun 
atau rancangan peraturan dusun tentang APB 
Dusun perubahan; 

d) Perdus RKP Dusun yang disepakati antara Rio dan 
BPD; 

e) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara 
lengkap; 

f) Berita acara dan daftar hadir rapat jalannya 
pembahasan terhadap rancangan peraturan dusun 
tentang APBDusun atau rancangan peraturan 
Dusun tentang APBDusun perubahan; 

Langkah 2: catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua 
dokumen tersebut; 

Langkah 3: teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan 
lampiran semua dokumen tersebut; 

Langkah 4: bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen 
tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas 
waktu penyampaian yang selambat lambatnya 3 (tiga) 
hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama; 

Langkah 5: simpulkan secara narasi tentang basil langkah 1, 
langkah 2, langkah 3, langkah 4 diatas. 

c. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Dusun 
1) Evaluasi kebijakan APB Dusun. 

Untuk mengevalausi kebijakan APB Dusun, dianalisis korelasi 
dan konsistensi antar substansi kebijakan APBDusun tersebut, 
dengan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 
Langkah 1 : dapatkan dokumen yang terdiri dari; 

a. Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa; serta 

b. Dokumen RKP dusun tahun bersangkutan; 
Langkah 2 : teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing-masing 

bidang urusan antara APB Dusun dengan RKP dusun; 
Langkah 3: teliti dan anlisis kesesuaian proyeksi pendapatan, 

belanja dan pembiayaan dusun antara APB Dusun 
dengan RKP dusun ; 

Langkah 4: simpulkan secara narasi tentang korelasi dan 
konsistensi semua dokumen tersebut; 

2) Evaluasi Struktur APB Dusun 
Evaluasi struktur APB Dusun dilakukan dengan cara 

menganalisis trend indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan 
termasuk surplus atau defisit anggaran. 

a) Evaluasi Anggaran Pendapatan 
Pendapatan dusun berasal dari pendapatan asli dusun dan lain­ 
ain atau pendapatan yang sah. _ ·a.La dirinci sebazai berikut: 

. Pendapatan asli d USlL.'1. 

-) ana Dusuz 



c) Evaluasi anggaran pembiayaan. 
Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan azan meliputi: 
(1) Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang 

jenis-jenis pembiayaan; 
(2) Penerapan azas-azas anggaran pe~ ia:_ - - - • • 
(3 Penyajian ~ormasi anggaran pez; ... ·~_ .:::::- 

bi Evaluasi Anggaran Belanja 
Evaluasi belanja dilakukan utuk melihat apakah rencana 

belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku 
diantaranya: 
- Tentang kewenangan lokal skala dusun dan kewenangan 

berdasarkan hak asal usul dusun 
- Prosentase penggunaan dana ADD untuk penghasilan tetap 
- Prosentase penggunaan dana anggaran belanja dusun 

sebagairnana diatur dalam pasal 100 peraturan Pemerintah 
Nornor 43 Tahun 2014 

Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian inforrnasi 
anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundangan­ 
undangan. Kernudian setiap kelompok belanja dirinci rnenurut 
objek belanja. 
Langkah Evaluasi Anggaran Belanja. 
Langkah 1: Dapatkan dokurnen Larnpiran rencana peraturan 

dusun tentang APB Dusun Perubahan mengenai 
rincian APB Dusun atau rincian APB. Dusun 
Perubahan; 

Langkah 2: Teliti dan analisis rnengenai pos anggaran belanja 
apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan; 

Langkah 3: Teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang 
dialokasikan untuk urusan yang bukan 
kewenangannya; 

Langkah 4: Teliti dan analisis apakah ada yang program kegiatan 
yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran 
(rnultiyear); 

Langkah 5: Sirnpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah­ 
langkah tersebut di atas. 

si, 

- S -· "':ga.:- pihak ketiga yang ndak mengikat 
Lain- - "': pendapatan dusun yang sah 

Se ... engsapnya susunan pendapatan dusun berserta kode 
rekeningnya tercanturn dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam 
. ·eger. ·omor 113 Tahun 2014 
Langkah evaluasi pendapatan 
Langkah 1: mengatasi apakah penernpatan pos pendapatan 

telah sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan; 

Langkah 2: teliti dan analisis rnengenai: (a) Jurnlah keseluruhan 
anggaran pendapatan, (b) Persentase pendapatan, 
(c) Persentase objek pendapatan terhadap total 
pendapatan,kelornpok, dan jenis pendapatan; 

Langkah 3: sirnpulkan catatan kritis secara narasi tentang basil 
langkah dan lngkah 2 



ran Hasil Evaluasi l'LHE) tersebut ecara 5c.:-s besar rnenva Jc(a, 
·- · rmasi raenzenai: 

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan 
analisis terhadap rancangan peraturan dusun tentang APB Dusun atau 
rancangan peraturan dusun tentang perubahan APB Dusun sebagai 
umpan balik kepada pemerintah dusun untuk melakukan 
penyempurnaan. Lebih lanjut, laporan ini juga diharapkan dapat 
rr:e::::::.fasilitasi pemerintah dusun dalam mempertajam penetapan prioritas 
:-- gram dan kegiatan pemerintah dusun serta mempertajam dan 
zaeadudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otoritas perencanaan, 
_ ::ga. rasan, alokasi. distribusi dan stabilisasi. 

3. Hasil Evaluasi 
Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan dusun 

:0 tang APB Dusun atau rancangan peraturan dusun tentang APBDus~"1 
.-- rubahan, tim evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan 
-z am bentuk keputusan camat. 

Langkah evaluasi pembiayaan: 
Langkah 1: dapatkan dokumen lampiran rancangan peraturan 

dusun tentang APB Dusun atau rancangan 
peraturan dusun tentang APB Dusun perubahan 
mengenai rincian APB Dusun atau APB Dusun 
perubahan; 

Langkah 2: teliti dan analisis mengenai upaya apa yang 
dilakukan pemerintah dusun untuk menutup 
defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan 
untuk menutup defisit tersebut; 

Langkah 3: teliti dan analisis mengenai upaya apa yang akan 
dilakukan pemerintah dusun dalam memanfaatkan 
surplus; 

Langkah 4: teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran 
pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana 
cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah 
ditetapkan dengan peraturan dusun; 

Langkah 5: pada saat evaluasi perubahan APBDusun -e ·...: dana 
analisis apakah sisa lebih perhitungan a::rr.,a..._-:::.:: 
tahun sebelumnya (silpa) telah 
seluruhnya; 

Langkah 6: pada saat evaluasi perubahan APBDusun ~....:..: - - 
analisis apakah sisa lebih perhitungan tc..::::-=. 
berjalan (silpa) telah digunakan seluruhnya; 

Langkah 7: teliti dan analisis peranan jenis 
pembiayaan: (a) jumlah pembiayaan 
jumlah persentase dari pembiayaan, c 
persentase dari kelompok pembiayaan; 

Langkah 8: simpulkan catatan kritis secara narasi atas .ar.gsan­ 
langkah tersebut diatas. 

Unruk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran 
pembiayaan dusun terhadap bagian dan kelompok pembiayaan, 
maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai 
berikut: 

porsi jenis penerimaan dan pe::g"'" ;.;.c..:_C.:-. _ ~ u:a:~aru dus ......... 
erhadap bagian dan kelornpok pe::5e.~-c.:: . ~ iayaar . 


